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GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
NOMOR   64   TAHUN 2013       

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN 
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, 

sektor perikanan, dan sektor kehutanan, diperlukan 
sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta 
berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi 

bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, 
dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu 
sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu 

berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan 
hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, 

telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa 

Tengah; 

  b. bahwa  dengan adanya perkembangan keadaan, maka 
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diubah;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 
Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 



 

  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478); 

  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1996 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3656); 

  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377);  

  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-

rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Per-

imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4660); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 



 

  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 

  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyeleng-

garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4093); 

  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

  
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Seri E 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Darah Provinsi Jawa 

Tengan Nomor 10); 

  
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kerja Lembaga 

Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 16); 

  
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

  
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 
26); 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 
2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, 

PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH. 
 



 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan 

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009 Nomor 27) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari : 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. Sekretaris tidak merangkap anggota; 
d. Anggota. 

 

(2) Bagan Organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

(3) Susunan keanggotaan Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 16 

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan 

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. 

(2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas sesuai 

masa jabatan Gubernur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 

kali periode berikutnya. 

(3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhenti atau diberhentikan 

karena : 

a. meninggal dunia; 

b. telah habis masa jabatannya; 

c. mengundurkan diri, dikecualikan bagi Sekretaris Komisi 
Penyuluhan; 

d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun 

penjara; atau 

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang 
bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun 

berturut-turut;  
 

3. Ketentuan Pasal 18 dihapus. 

4. Ketentuan Lampiran II dihapus. 



 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tegah. 

 

Ditetapkan di Semarang      

pada tanggal  4 Nopember 2013    

 

                                                                  GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 ttd 

 

                                                                         GANJAR PRANOWO 

 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal    4 Nopember 2013 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

              JAWA TENGAH 

 

 ttd 

 

 SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR  64. 

 


